
BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ]I'IAHA ESA

SALINAN

BUPATI KEDIRI,
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor

24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 1M) dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Kedari tanggal 12 April 2012 Nomor

55113241418.4512012 perihal Persetujuan Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Retribusi Terminal dan Persetujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tentang Retribusi Parkir di Tepi

Jalan Umum sertra Berita Acara tanggal 11 September 2012 Nomor

551/988/ 418.4512012 tentang Rapat Pembahasan Draft Perbup tentang

Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi

Terminal dan Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 25 Tahun 2011

tentrang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu mengatur Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24Tahun2011
tentang Retribusi Terminal ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24Tahun2011
tentang Retribusi Terminal;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun z00d. tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Menimbang

Mengingat

lndonesia Nomor 4894) ;

i
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3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5025);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Entang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5Oa9);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4578)i

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593) ;

L Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5161);

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang

Terminal Transportasi Jalan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 201 1;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum daerah;
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'15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 1O/Seri

D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembamn Daerah Kabupaten

Kediri Nomor4l);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 55);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 85);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011

Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

5. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan

untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan

menurunkan orang dan/atau barang, serta perindahan moda angkutan.

6. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran

atas pelayanan penyediaan tempat pa*ir untuk kendaraan penumpang

dan bus umum dan tempat kegiatan usaha di lingkungan terminal, yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah daerah.

7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas

rel.
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8. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk

menaikkan dan menurunkan penumpang.

9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan

untuk angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran.

10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi

dan awak kendaraan.

11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan

pengangkutan bagasi.

12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan

maupun tranpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi,

Koperasi, Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi koleKif dan bentuk

usaha tetap.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data obyek dan subyek retribusi, penentuan besamya retribusi yang

terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta

pengawasan penyetorannya.

15. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.

't6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok

Retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.
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20. lnsentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut lnsentif adalah

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kine$a

tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola

data, keterangan, dan/atau buKi yang dilaksanakan secara obyeKlf dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk fujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

Retribusi Daerah.

22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang

selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi

yang terjadi serta menemukan tetsangkanya.

BAB II
KETENTUAN TEKNIS OPERASIONAL

Pasal 2
('1) Menugaskan secara teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas

Perhubungan atas penyelenggaraan dan pemungutan Retribusi Terminal.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Dinas Perhubungan dapat mengadakan tenaga kontrak

berdasarkan perjanjian.

(3) Jangka waktu pe$anjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima

honorarium setiap bulan yang besamya ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3
(1) Penggunaan fasilitas tempat usaha di lingkungan terminal yaitu kios, toko

atau los hanya disediakan untuk penjual yang menetap.

(2) Setiap penggunaan kios, toko atau los sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diwajibkan mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas

Perhubungan.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4
(1) Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perekonomian.
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(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh

Kepala Dinas Perhubungan kepada Bupati.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan hasil kajian.

BAB V

TATA CARA DAN TElf,PAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat

pelayanan dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau

karcis.
(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan dilakukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil pembayaran retribusi harus

disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam jangka waKu 1 (satu)

kali 24 (dua puluh empat) jam pada setiap hari kerja.

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan SSRD.
(4) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEIUIBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Pefiubungan.
(2) Bupati atau pejabat yang dltunjuk dalam jangka waktu paling lama 6

(enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waKu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tercebut.
(5) Setelah diperhitungkan dengan utang Retribusi yang lain temyata

kelebihan pembayaran retribusi kurang/sama maka wajib Retribusi

menerima buKi pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran kompensasi

dengan Retribusi terutang dimaksud dan tidak diterbitkan SKRDLB.
(6) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan utang Retribusi maka harus

diterbitkan SKRDLB.
(7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkan SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D).
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(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.
(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan

imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 7

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang

Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4),

pembayarannya dilakukan dengan cam pemindahbukuan dan buhi
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 8
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarca dapat dihapuskan.

(2) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan tertulis perihal

penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati

melalui Kepala Dinas Perhubungan disertai data{ata yang diperlukan.
(3) Dinas Perhubungan melakukan verifikasi atas permohonan wajib retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas

Perhubungan mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi
yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dilampiri dengan surat
permohonan wajib retribusi dan datadata yang lengkap.

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati

menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa.
(6) Atas penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas

Pendapatan Daerah menghapuskan retribusi dimaksud dari daftar piutang

retribusi dan memberikan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

BAB VIII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tujuan Pemeriksaan

Pasal 9
Tujuan pemeriksaan Retribusi adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan

wajib Retribusi dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Retribusi Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KADALUWARSA



8

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 10

Pemeriksaan retribusi dilakukan dengan cara sederhana meliputi :

a. pemeriksaan di lapangan atau ditempat pelayanan dilakukan terhadap

wajib retribusi pada waktu itu yang dilakukan dengan menerapkan teknik
pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;

b. pemeriksaan di kantor terhadap wajib retribusi pada waktu yang telah

ditentukan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan

dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,

dilakukan dengan cara :

a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya sebagai

buKi pelunasan kewajiban retribusi daerah ;

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya;

c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tefiulis dari wajib retribusi yang

diperiksa;

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat

menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan
petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan/atau tempat-
tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di

tempat-tempat tersebut ;

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e
apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan

kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau
tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan ;

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.

(2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
dilakukan dengan cara :

a. memberitahukan agar wajib retribusi membawa tanda pelunasan

retribusi, buku$uku catatan dan dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat eleKronik
pengolah data lainnya ;

b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
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c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat eleKronik

pengolah data lainnya;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang

diperiksa;

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga

yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.

Pasal 12

(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib retribusi atau

wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan

sepaniang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak

mewakili wajib retribusi sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya

pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan

lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau

ruangan yang diperlukan.
(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi atau

wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap

dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib retribusi

yang bersangkutan untuk mewakili wajib retribusi guna membantu

kelancaran pemeriksaan.

(4) Apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin

untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak

memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang

diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus

menandatangani surat pemyataan penolakan membantu kelancaran

pemeriksaan.

(5) Apabila pegawai wajib retribusi yang diminta mewakili wajib retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu

kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat
pemyataan penolakan membanfu kelancaran pemeriksaan.

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara

penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.

(7) Surat pemyataan penolakan pemeriksaan, surat pemyataan penolakan

membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

dapat dijadikan dasar untuk penetapan besamya retribusi terutang secara
jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 13

(1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar
penerbitan STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi daerah.
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(2) Apabila penghitungan besarnya retribusi yang terutang dalam STRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SKRD, perbedaan

besarnya retribusi diberitahukan kepada wajib retribusi yang

bersangkutan.

Pasal 14

(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir
pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh

satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam

waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai

dilakukan.
(3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi segera

setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan

wajib retribusi.

(4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil

pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi.

(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan

dengan penyidikan.

Pasal 15

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak
pidana di bidang retribusi daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan

pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata carEr pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan

pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

b. pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan secara tertulis
dengan disertai alasan yang jelas;

c. pengurangan, keringanan dan pembebasan harus diajukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
dokumen lain diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan diluar kekuasaannya;
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d. pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak menunda

kewajiban membayar retribusi dari pelaksanaan penagihan retribusi.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Bupati harus

memberi Keputusan atas pengurangan, keringanan dan pembebasan

yang diajukan.
(5) Keputusan Bupati atas pengurangan, keringanan dan pembebasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, pengurangan, keringanan dan

pembebasan yang diajukan tersebut dianggap batal.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 22 - 10 - 2012
BUPATIKEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 22 - 10 -2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 42
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Hukum

MM
Tingkat I

NtP.196 71990031008

Pasal 17

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas

Perhubdngan Kabupaten Kediri tanggal 12 April 2012 Nomor

551 132414'18.4512012 perihal Persetujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

dan Persetujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 25 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum serta Berita Acara

tanggal 11 September 2012 Nomor 55119881418.4512012 tentang Rapat

Pembahasan Draft Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 24

Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dan Petunjuk Pelaksanaan Perda

Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, serta

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.
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